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PERATURAN
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTAS] OLAHRAGA
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
KEPADA TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN
CABANG OLAHRAGA PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEPUT] BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1)
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun
2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah
di Lingkungan Kementerian Pemuda dan  Olahraga
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda
dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomoer 10 Tahun
2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah
di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu
menetapkan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi
Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
Pemerintah Kepada Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
Cabang Olahraga Prestasi;

Mengingal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 32005 ientang Sistem
Keolahragaan Nasional,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan,



14.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomeor 17 Tabun 2007 entang
Penyclenggaraan Pekan dan Kejuaraan (Habraga sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2020 lentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2007 tentang Penyelenpgaraan Pekan dan Kejuaraan
Olahrags;

Peraturan Pemerinlah Momor 18 Tahun 2007 fentang
Pendanaan Keolahragaan,

Peraturan Presiden Momor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan
Kedua atas Keputusan Presiden Momor 42 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Megata,

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pemuda dan Glahtaga,

Peraturan Menterd Kevangan Nomer 190fPME.OS/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Angperan Pendapatan dan Belanja Mepara sebagaimana lelah
diubah  dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
178/ PMK 052018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Keuangan Momeor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pernbayaran  Dalam  Rangka — Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Permusda
dan Olehraga;

Peraturan Menteri Kevangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang  Mekanizsme  Pelaksanaan  Anggaran  Banluan
Permerintah pada Kementerian MNegara/Lembaga sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/ PMEK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Keuangan MNomeor 168/PMKE.D5/2015 tentang Meckamsme
Pelakzanaan Anggaran Bantuan Pemerntah pada Kementenan
MNegaraflembaga,;

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Momor 10 Tahun
2019  tentang Pedoman Umum Penvaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Glahraga
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Permada
dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pemuda dan CHahraga Nomor 10 Tahuan



Menetaphkan

3019 temtang Pedoman Umum  Fenyaluran Bantuat
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DEPUTI BIDANG  PEMINGKATAN  PRESTAS]
OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH KEFADA TENAGA DAN ORGANISASL
KECGLAHRACAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASL

Pa=al 1
Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah
Dalam Reangke Pocmbinean dan Penpembangan Tenaga dan
COrgunisasi Keolahragaan Khususnya di Cabang Olahraga Prestasi
sebagaimana tercantum dalam bampiran 1 dan Lampiran 11 yang
merupakan bagian tidak terpisabkan dan Peraturan Deputi im.

Pazal 2

1] Petunjuk teknis sebapammana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai
acuan atau pedoman dalam menyalurkan Baniuan Pemerintah
Kepada Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Cabang Olahraga
Prestasi dalam bentuk uang.

(2} Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1] merupakan
bantuan lainnya Yang memiliki karalterizstik Bantuan
Pemerintah vang dialokasikan pada Kelompok Akun Belama
Barang Lainnya untuk Discrahkan kepada
MasyrarakatfPemerintah Dacrah.

Pasal 3
Segale pembiayasn acbagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputl
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anpgaran/DIFA
Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Tahun

Angparan Berjalan.



Pasal 4
Peraturan Deputi Bidang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 mardt 2021

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,

Pl

CHANDRA BHAKTI



LAMFIRAN |
PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTAS] OLAHRAGA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKMIS PENYALLURAN RANTUAN FEMERINTAH KEPADA

TENAGA DAN ORGANISASI KECLAHRAGAAN CABANG OLAMRAGA
PEESTAR]

. TUJUAN PENGGUNAAMN BANTUAN FEMERINTAH

Tujuan penyaluran bantuan Pemerintah ini adalah -

1.

1.

2.

Untuk mendorong  kelancaran  pembinaan, pengelolaan, dan
poningkatan kapagitas tenaga keolahragaan Cabang Olahraga Frestasi.
Untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenagn keolahragsan
dalam pengembangan prestasi Indonesia Cabang Olahraga Prestas:

milal dari leve] di nasional sempai level internasional.

. PEMEEER] DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Femberi Bantuan

Bantuarn Pemerintah kepada tenaga dan organisast keolahragaan
Cabamg Clahtega Prestasi yang dibenkan oleh Kementerian Permuda
dem Olahraga Republik Indonesia melalul Asisten Deputi Peningkatan
Tenaga dan Organisasi Keolahragaan pada Deputi Bidang Peningkatan
Prestazi Olahraga, sesusi dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja

Asisten Deputi Peningkatan Tenapa dan Organisasi Keolahragaan.

Penenma Bantuan
Penerima  Bantan  Pemerintah  adalah  ténaga dan  organisasi
keclahragaan Cabang Olahrapga Prestasi mulai dari level di nasional

sampal level intemasional yang telah memenuhi persyaratan.

Jumlah dan nama-nama tenaga keolahragaan maupun  organisasi
kenlahragaan Cabang Olahraga Prestasi calon penénma Bantoan
Pemerintah ditctapkan dengen Surat Keputusan Pgabst Pembuat

Komitmen (PPE} vang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran {KPA).



C. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Dalam peclaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah, seluruh tenaga dan
organisasi keolahragaan Cabang Clahrape Prestasi pencrima Bantuan

Permerintah harus memenuhi persyaratan,

Adspun persyaratan bagi calon penerima Bantuan Pemerintah sebagai

berkut:

1. Organisasi Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi

&,

Organizasi nlahraga prestasi tingkat nasional yang berbadan hukum,

b. Menyelenggarakan kegiatan olahraga prestasi maupun olahraga

prestasi bepi penyandang disabilitas, sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

Memiliki kantor kesekretariatan dan kontak person yang tetap;
Induk Organisasi  Cabang  Olahraga  diakui coleh  Federas:
Internasional cabanpg elahraga yang bersangloatan dan tidek ada
dualizsme Organisasi,

Kepengurusan dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga tidak
sedang dalam sengketa atau permasalahan hukum.

Tidak MNENLPUNYal permasalihan administrasi laporan
pertangaungiawaban atas bantuan pemerintah sebelumnya. Apabila
Indul: Orpanisasi Cabang Olahraga mempunyal permasalahan
sdministrasi  Laporan  Pertanpmungjawaban atas Bantuan
Pemernintah, maka tmemerlukan rekomendasi dari Bagian APIP
Kementerian Pemuda dan Olahrega terkait boleh tidaknya pemberian
Bantuan Pemerintah.

Memiliki data tenaga keolahragaan yang terbaru dan  terus
diperbabiarui [pelatih/ instrokiur, wasit/jur dan tenaga pendukung
kcolahragaan lainnya sesuai cabang olahrapa yvang diampu) selama
kepenpurusan dan wajib diserahkat atau dilaporkan kepada uwnit
kerja pemberi Bantuan Pemerintah yaitu Asisten Deput Peninghkatarn
Tenaga dan Orpanisasi Keolahragaan pada Deputi Bidang
Peningleatan Prestasi Olahraga,



2. Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi

& WHNI dengan menunjukkan KTP dan ldentitas sah yang dikeluarkan

oleh Femenntah,

Mernpunyal Kartu anggota organisasi dan scjenisnya;

c. Mempunyal NPWF;

k

& 2 =

Mendapatkan Rekomendasi dard PB/FP  dengan mengajukan
proposal;

Mempunyai Sertifikasi level sehelumnya;

Mempunyai Paspor [khusus untuk Pengiriman Luar Negeri);
Memplinyai kapasitas berbahasa ingeris [untuk pelatihan di luar
negen);

bMempunyai Rekening Bank Pernerintah;

Tidak mempunyal masalah hukum;

Membliat surat pernyataan (ilmu yang diperoleh diprioritaskan
untuk kepentingan alahrapa nasionall;

Mendapaikan Undangen deri Federasi {di level Nasional megpun
internasional);

Menyerahkan foto berwarna 4 2 6 sesuai ketentuan,

. Menwertakan surat sehat dari dokter pemerintah;
. Melampirkan poriofolio dan/atau CV/daltar riwayat hidup;

Tidak mempunyai permasalahan admimisirasi maupun  laporan

pertanpgung-jawaban atas Bantuan Pemerintah.

D. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah kepada tenaga dan
organisasi keclahragaan Cabang Olahraga Prestasi diberikan dalam bentuk

uang vang ditransfer secara langsung atau bertahap kepada rekening

penérima bantuan. Adapun alokasi pemaniaatan Bantuan Femerintah

vang disalurkan kepada tcnaga dan organisasi keolahragaan Cabang

Olahraga Olimpik dan Paralimpik adalahb sebagai berkut:

1.

Bantuan Kegiatan/Pelatihan kepada Organisasi Keolahragaan Cabang

Olahraga PresLasi

Bantuan Pemerintah  khuswsnya untuk  bantuan  operasional

kegiatan/pelatihan dapat diberikan kepada organizasi keolahragaan



sesuai dengan kemampuan dan angparan yang tersedia pada anggaran

tahun berjalan serta merujuk skala prionitas.

2, Bantuan Bapi Peningkatan Mutu kepade Tenaga Keolahragaan Cabang

Olahraga Prestasi

Bantuan Pemerntah ini diberikan dalam Bentuk bantuan penghargaan
atas prestasi meclalui  pelatihan  peningkatan mutu bagl  tenaga
keolahragaan untuk mengikuti pelatihan dar level di nasional dan
internasional di dalam negeri (alur proposal) dan di Tuar negeri {jalur
swakeclola), Adapun jenis  pelatihan  peningkatan  mutu  tenaga
keolahrapaan yvang dapat diberikan meliputi

a. Pelatihan pelatih dan instrukiur Cabang Olahraga Prestasi;

b. Pelatihan wasit dan juri Cabang Olahraga Prestasi; dan

c. Pelatihan  tenaga  pendukung/tenaga  keclahragaan Cabang

Clahraga Prestasi.

E. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH, PROSES SELEKS] DAN
PROZES VERIFIKASI

Besaran milai Bantuan Pemerintah vanpg diberikan kepada tenaga dan
organisasi kecolahragsan Cabang Olahraga Prestasi nilainya ditetapkan
dengan Surat Keputusan Pejabal Pembuat Komitmen (PPE} dan disahkan
agleh Kuasa Pengpuna Anggaran {KPA] dengan mempertimbangkan
kebutiihan pricritas organisasi olahraga prestasi pocnernima bantuan.

Proses pemberian Bantuan Pemerintah didasarkan atas hasil penilajan
kelavakan proposal yang diajukan dan kebutuhan masing-masing tenags
dan organisasi kealahragaan Cabang Clahraga Prestasi yang mengajukan
permohonan bantuan, untuk selanjutnya akan mengacu dan disesuaikan
denpgan alokasi atau ketersedizan dena bantuan pada tabun anggaran
berjalar.

Penyampaian pelaporan kegiatan dan pelaporan penggunasan angEarino
Bantuan Pemerintall selanjutnya akan dilakukan proses verifikasl. Proses
verifikasi laporan kegiatan, baik laporan kegiatan maupun laporan
pertangringawaban  keuangan  dilakukan oleh Tim  Venfikasi yang



dibentuk cleh Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] dan diketahui oleh Kuasa

Penppuna Anggaran (KPA].

Proscs verifikasi kedua laporan ini akan dilakukan oleh tim verifikasi yang

memplutyai tugas untuk mereview sesuai kemampuan dan kapasitas yang

dimiliki. Apabila keperluan review laporan dilvar kemampuan dan
kapasilas yang dimililki oleh tim verifikasi yang dibentuk, maka untuk

detail audit pemeriksaan akan ditanty atau dapat dilakukan oleh APIP.

F. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

1. Prosedur Pemberian Bantuan

Proses pemberian dan penyaluran Bantuan Pemenntah dilaksanakan

dengan prosedur scbhags beriloat:

.

Permohon bantuan menyampaikan proposat disertad surat pengantar
dan kelengkapan administrasi kepada Deputi Bidang Peningkatan
Prestasi ©ahraga, paling lambat pada tanggal 31 Agustus Tahun
Angparan berpalan;
Deputi Bidang Peninpkatarn Prestasi Olahraga/Pimpinan  Tinggi
Madya wvang bertanggung jawab terhadap program  HBantuen
Pemerintah, mendisposisikan kepada Asisten Deputi Peningkatan
Tenaga dan Organisasi Keolahragaan danjfatan PPK untuk
menelaah, menilai, dan mempertimbangkan kelayakan permaohenan
buntuan pemerintah;
Selanjutnya Asisten Deputl Peningkatan Tenaga dan Organisasi
Keolahragaan dan/atau PPK mendisposisi kepade Kepala Bidang
urtuk dilalukan penelashan dan disampaikan kepada Asisien
Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dan/atau
FPK;
Dialam proses penetapan penerima bantuan, PPK dapat membentuk
Tim Seleksl untuk melakukan selckal  terhadap permohonan
bantuan,
Penilaian terhadap permchonan bantuan pemerintabh dilakukan
clch Tim Seleksi dengan mempertimbanghkan hal-hal sebagai
berikut:
1] Penilaian Administrasi
Penilaian administrasi meliputi penilaian terhadap kelengicapan
mimmal proposal yang harus dipenuhi eleh calon penerima



bantuan, bagi orgenisasi keolahtagaan Cabang Olahraga

Prestasi juntuk bantuan operasional perkantoran dan bantuan

operasional keglatan), persyaratarnya berupa:

aj
k)
£|
4]
€]
I}
el

Akte Notans,

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),
NPWT,

Rekening Bank Pemerintah,;

Surat Keputusan Kepengurusan vang masih berladou;
Program kerja untuk satu tahun berjalan; dan

Calon penerima bantuan yang tidak lolos dalam penilaian
admminitrasi, akan diberikan surat untuk dapat melengkapi
persyaratan administrasi dengan tenggang waktu 10 hari
kerja sctelah surat diberikan, dan apabila tidak dipenuhbd
aken pugur otomatis (gagal/dibatalkan sebagai  calon

penernimal.

Persyaratan untuk tenaga keolahragaan di Cabang (ahraga

Prestasi, dengan ketentutan sebagai berilout @

aj
b

c}
d}

1l

k}

bMenyvertakan rekomendasi dari Federasi Induk Cabang
Organisasi Qlahraga Prestas);

Menyertakan Btokopl KT,

Menyertakan fotokopi NFWE;

Menyertakan fotokopi  Kartu angpota organisasi  dan
SEjENLSILYA;

Menyertakan fotokopi Rekening Bank Pemerintah;
Menyeriakan surat sehat dan dokter petnerintal,
Menyertakan fotokopi sertifikat level sebelumnya yang ielah
diikutr;

bMenyertakan foto berwarma 4 X & (3 lembar;

Mempunyai kapasitas berbahasa inggns dan  Iodos
wWawatcara;

Membuat  surat  pernyataan {ilmy vang  dipercleh
dipriaritaskan untuk kepentingan vluhraga nasional);
Menyertakan Portofolio danfatau Daftar Riwayat Hidup/CV;
dan

Tidak mempunyai masalah hukum.



2] Penilaian Substansi Kegiatan
Penilaian terhadap substansi kegiatan dimaksudkan untuk

menilai apakah kegiatan yang akan dilaksanakan sesuzi dengan

alokasi pemanfaatan program Bantban Pemerintah  sesvai

dengan petunjuk teknis,

Penilaian terhadap substansi kegiatan dilaksanakan sebagai

berzkat:

]

b

d

2]

Setinp proposal pengajuan bantuan yang diajukan akan
dinilai kelayakannya oleh Tim Seleksi yang dibentuk melalul
Keputusan PPK pada Asisten Deputl Peningkatan Tenaga
dan Orpanisasi Keolahragaan, Jika belum sesua dengan
persyaratan  yang  ditentukan, maka  permohonan
dikembalikan ke organisasi keolahragaan untuk dilakuakan
perbaikan;

Tim Seleksi adalah tim yang dibentulk cleh PPE yang terdin
dan Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota dengan jumlat
tertentu  scsuwal Keburtuhan yang bersifat  ganjil, yang
bertugas menyeleksi  kelayakan dan  kepatutan berkas
proposal  pemohon bantuan  berdasarkan  kntena)/f
persyaratan veng telah ditetapkan dalam peraturan ind.

Tim Secleksi vang melalksanakan seleksi administrasi dan
penilaian proposal wajib hersikap indepeaden, terbuka
ftransparan), objektif, juur, dan adil, serta tidak
diskriminatif;

Pelaksanaan  proses  seleksi dilaksanakan  dengan
menyertakan alurfkronologis yaitu menyusun undangan tim
seleksi, menyiapksan notulensi, daftar hadir, dokumentasi
dan  kelengkapan pendukung administrasi  laininya,
kemudian menyiapkan nota/memo internal dan lampiran
kelengkapannya.

Tim Seleksi menyampaikan npota/memo wnternal dan
menyerahkan Berita Acara Hasil Seleksi adminitras dan
penilaian proposal {sebatas saran dan usulan yang bersifat
tidak mengikat) kepada Psjabat Pembuat Komitmen {(PPK],
untuk dijadilan bahan pertimbangan dalam membuat Suraf



Keputusan tentang tenaga dan/atau organisasi olahraga
penerima bantuan sertd besarnya bantuan dalam rupiah.

Keputusan ini sepenuhnya menjadi kewenangan Prjabat

Pembuat Eomitmen (FPRE]);

3} Penetapan Calon Penerima Bantuen

al

k)

dj

Pejabat Pembuat Komitmen [(PPK} menetapkan penerima
bantuan serta jumlah besaran dana yang dibérikan dengan
Surat Keputusan dan mendapatkan pengesahan dari Buasa
Pengguna Anggaran {KPAJ);

Pejabat Pembuat Kemitmen (PPK) pada Asdep Peninplkatan
Tenaga dan Orpanisasi Keolahragaan - Deputi Bidang
Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan
Olahraga wmenandatangani Perjanjian Kerja Sama déngan
penerima bantuan;

Penerima bantuan wajib menandatangani kuitansi dana
bantuan pemerintah di atas materai BRp. 10.000,- sehanyak 4
(empat] rangikap, dengan melampirkan Fotocopy NPWP dan
buku rekening atas nama organisasi keplahragaan ataw
tenaga keolahragaan penerima bantvan schanyak 4 (empat)
rangkap;

Penandatanganan  Surat  Pormyataan  Tanggung  Jawab
Mutlak (SPTIM} penggunaan dana bantuan dan pelaksanaan
legiatan di atas materai Rp. 10.000,- oleh penenma bantuan
scbanyak 4 [empat) rangkap;

Penandatanpganan Suralr Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja (SPTJB] oleh penerirma bantuan bermatersn Ep.
10.000,-;

2. Tahapan Pencairan Banfuan

Tahapan pencairan uang Baniuan Pemerintah dilakukan sebapai

b riberate
Pemberian dana Bantuan Pemerintah dilaksanskan berdazatkan

.

Surat Keputusan yvang ditetaplkan oleh PFK dan disahKan oleh KPA;

Pencairan dana Bantuan Pemeritah dilaksanakan berdasarkan

Pefanjian Kerja Sama antara PPK dengan penernima bantuan yang

telah ditetapkan dalam Surat Keputusar,;



r. Pencairan dana Bantuan Pemerintah dapet dilakukan sekaligus
(100%) atau bertahap dan setiap tahap akan diberikan setelab
penggunaan dana tahap sebelumnya dilaporkan (lengkap] melalud
proses verifikasi laporan clch tim verifikasi yang dibentuk oleh PFK
Asisten Deput Peningkatan Tenaga dan Crganizasi keolahragaan;

d. Pepcairan dana Bantuan Pemerintah pada tahap selanjutnya
dilakukan setelah laporan penfggunaan anggaran selesai,

e. Peocairan dana Bantuan FPemerintah secara  s¢Kaligus  ataa
bertahap ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah
dana dan wakm pelaksanaan kegatan;

{ Besaran pencairan dana Bantuan Pemerintah pada setiap tahap
ditetapkan cleh KPA;

g. Penerima  bantuan mengajukan permohonan  pencairatn dana
kepiatan Bantuan Pemerintah kepada PPK dengan mekanisme
zebagai benkut;

1] Pembayaran sekaligus atau tahap [ dilampird:

a) Rencana pengelueran dena Bantuan Pemerintah untuk
operasional yang akan dicairkan secara seKaliguz atau
bertahap;

bl Perjunjian Kerja Sama yang telah ditandatangam oleh
penerima bantuan;

c) HKuitansi bukti pecoerimaan vang vang telah ditandatangani
oleh penerima bantyan;

d) Surat Pertangpungjawaban Mutlak (SPTIM).

21 Pembayaran tahap selanjutnya dilampin:
a) Kuitansi bukti peperimaan uang yang telah ditandatangani
oleh penerima bantilan;
b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB).

h. Pejabat Pembuat Komitmen melakuken pengujian terhadap
dokumen permohonen  pencairan, menandatapngani  perjanjian
kerjpsama dan mengesabkan kuitanst bukt penerimaan, scrta
menerbitkan SPP;

i. Surat Permintaan Fembayarsn (SPP) ditandatangani oleh PPK pada
Asisten Depur Olahrapa Prestasi dan melampirkan kelengkapan
doltumen diajukan lepada tim veriiikasi kevangan pada Satker



Decputi Bidang Peningketan Prestasi Olahraga untuk diuji dan
dinilai serta diperiksa lkelengkapannya dan  Kesesuaian
admimsirasinya;

Apabila tim wverifikesl kevangan pada Satker Deputi Bidang
Peningkatan Prestasi Olahrage menyatakan benar dan lengkap,
rmaka akan diterbitkean Surat Perintah Membayar (SPM) aleh Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PFSPM). Namun apabila
dulam hal pengujian dinyatakan belutn sesuai atan terdapat
kekurargan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada
PPK  pada  Asisten Deputi  Olahrapa  Prestasi untuk
disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan
kembali kepada tim verilikasi keuangan pada Satker Deputi Bidang
Peningkatan Prestasi CGHahraga untul diterbitkan 5P,

SPM  diterbitkan dan  ditandatangant olch PPSPM kemudian
disampaikan ke Kantor Felayanan Perbendaharaan Negara {KPPN)
guna diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (3F2D);

3. PENYALURAN DANA BANTUAN FEMERINTAH
Proses penyaturan dana Bantuan Pemerintah dibenkan kepada :

1. Tenaga Kealahragaan Cabang Olakirega Prestasi,

2. Organizasi Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi

Sclurih tenage keolahragaan maupun organisasi keclahragaan Cabang

Olahraga Preatasi yang berminat untuk mempersleh bantuan pemérmtah,

dapat mengajukan permohonan dengan prosedur:
1. Mengajukan surat permcheonan {asl) yang ditujukan kepada Deput
Bidang Prcoingkatan Prestasi  Olahraga, Materi muatan  surat

permeohonan sekurang-hkurangnya memuoat:

a-

b
.
d

4]

Moot aurat;

Perihial permohonan bantuan;

Tanggal sUrat;

Nomor HPE/WA Contact person pengurus yang dapat mudah
dihubungi dan tetap/tidak berubah-ubah;

NDitandatangani ofeh ketua umum danfatau sekretaris jenderal; dan
Dibubuhi  stempel  resmi  orpanisasi olahraga prestasi yang

bersangkuran.



9 Surat permohonan  bantuan  dialamatkan ke  Depubi Bidang
Peninghkatan Prestasi Olahrega di Jalan Gerbang Perouda No. 3
Senayvan, Jakarta Pusat, dikitimkan secara off line atau onfine dan

diuplead ke Web Aplikasi E-Proposal Ketmenpora,

3. Surat permohonan Bantuan Pemerintah dilampin dokumen:

a. Proposal keglatanm harus ditandatangani oleh  Ketua Umum
dan/atau Sckretaris Jenderal organisazi keolahragaan Cabang
(ahraga Prestasi atau sebutan lainnya dan dibubuhi stempel resmi
prpanisasi  kenlahrgaan Cabang Olahrepa  Prestasi yang
bersanglagtan,

b. Proposal yang bersifat perorangan ditzmdatangani oleh  yang
bersangkutan den direkomendasikan oieh Induk Organizasi Cabang
Olabraga Prestast,

c. Proposal kegiatan, sckurang-kurangnya metndac.

1] MName kegiatan;

2] Latar belakang;

3] Dasar pelaksanaan,

4y Tujuan Kegiatan,;

5 Hasil yang diharaphkan,

6]  Wakin dan tempat pelakisanaan,

71 Jumlah peserta; {khusus pelatihan tenaga keolahragaat)

2 Susunwan Kepanitiaan; (khusus pelatihan tenaga kealahragaan)

9} Jadwal kegiatan; jkhusus pelatihan tenaga keolahragaanj

10) Marasumber; [pelatihan peningkatan keolahragaan)

11] Rincian anggaran bieva (rab) sesuai peruntukannya;

12) Mama pengurus dan nomer telepon yang mudah dibubung
[contact person) tidak koleh berubah-ubah/ftetap (person in
charge),

13) Permatup.

d. Proposal yang sifatnya PeroranganfMandiri, sekurang-kurangnya
mermuat;
1]  Nama kegiatan,
2] Latar bhelakang,
3] Dasar pelaksanaan,
41 Tujuan kegiatan;
&1 Hasil vatig diharapkan;



B]
7}
5
5

10)

Wektn dan tempat pelaksanaan;

Jadwal kepiatan; (khusus pelatihan tenaga keolahragaan)
Rincian anggaran biaya [rab) sesuai peruntukannya,

Nomor telepon yang mudah dihubungi [contact person) tidak
holeh berubah-ubah/tetap (person in charge]; dan

Penutup.

Kelengkapan Administrasi Organisasi Keclahragaan

1]

2]

3

4)

=

)

7]

8]

&)

10

11)

12)

13

14

15)

16)
17}

Foto copy Akta Pendirian [Akta Notaris) yang bersifat autentk;
Foto copy Surat Keputusan Badan Hubkum dar Kementerian
Hulum dan Hak Asasi Manusia yang diterbitkan sekurang-
kurangnya 2 {dua] tahun terakhir,

Foto copy Anggaran [Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(AD/ ART} organisasi ¢lahraga preslas,

Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak [NPWF) atas nama
oreganizsasi olahraga prestasi;

Fotn copy Womor Rekening organisasi yang masih aktif
a.n. organisasi olahraga prestasi [disertai surat referensi bank
yung menyatakan rekening itu aktif sampai 3 bulan ke depan);
Print Qut rekening koran 3 bulan terakhir;

Rencana dan program Kkerja organisasi olanraga prestasi
selama satu tahun;

Sural Keputusan Pengangkatan Penguras organisesi olahraga
prestasi yang masih berlaku;

Foto copy surat Keterangan domisili dan instansi vang
berwenang;

Foto copy laporan kepiatan organisasi minimal dalam 2 [dua)
tahun terakhir,

Foto papan nama lembaga sekretariat dan kantor secretariat,
Surat pernyataan feastggupan melaksanakan ;

kegiatan sesual proposal;

Surat  pernyaltaan bahwa kepengurisan Orpanisas
keolahragaan;

organisasi plahraga prestasi tidak sedang dalam permasalaban
hukum atau sengheta;

Surat permyataan kebenaran berkes vang dikarim;
ditandatangani di atas materai Rp, 10.000, -,



18]

19}

Surat pernyataan teluh menyelesailan laporan
pertanggungjawaban keuwangan Bantuan Pemerintah dari
Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan  Orgamisasi
Keolahragaan yang bersumber dari DIPA Kementerian Pemuda
dan Olahraga pada tahun sebelumnya (apabila mendapatian
battuan sejenis atan lainnya); dan

Surat pernyataan  kesanggupan menyampaikan laporan
kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan setelah
kepgiatan dan bersedia mempetbaiki berkas
pertemgrungjawaban  bila  diperlukan  atan manalala  ads
perbadlean (revisi).

f. Kclengkapan Administrasi bagi yang sifatnys Perorangan/Mandin

1)

2]
3
4
5)
3
7

B}
&)

1)

11}

Menyertakarn rekomendasi  dari  Federasi Induk  Cabang
Crgatisasi Olahraga Prestasi,

Menyertakan lotokopi KTF;

Menyertakan fotokop] NFWE,

Menyertakan fotokopi Kartu anggota erganisasi dan sejenisnya,
Menyeriakan fotokopi Rekening Bank Pemerintah;
Meryertalkkan surat schat dan dekter pemerintah;

Menvertakan fotokopi sertifikat level sebelumnya yeng telah
diikuts;

Menyertakan l[oto berwarna 4 x & {3 lembar);

Mempunyai kapasitas berbahasa inggris dan lolos wawancara;
Membuat surat pernivataan (ilmu yang diperoleh diprioritaskan
untuk kepentingan olahraga nasional);

Menvertakan Fortofolio dan/atem Daftar Riwsyat Hidup/CV;
idan

12) Tidak mempunyai masalah hukum,

H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Proses laporan pertangpungjavaban Bantuesn Pemerintah ini meliputi
beberapa Janglkah vaita ;- (1) pemantavan fakla lapangan (fact findirg), (2]

pengawasan [maonitar): (3] evaluasi (penilaian); dan (4] pelaporan subtans

kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.

Perjelazan untuk setiap langkah dimaksud sebagai berikut :



1. Permantauan Fakta Lapangan {Fact Finding)

Pemantauan terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan Petnerintah

kepada tenaga dan otganisasi keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi

ditakukan dengan tujuan;

a. Memastikan pemanfaatan dapa bantuan sesuai dengan prinsip,
mekanisme dan prosedur yang berlakg;

b, Memastikan agar hasil-hasil selama lahap perencanaan diperoleh
melalui prozes dan mekanisme yang benar,

c. Memastikan anggaran bantuan Pemerintah tepat sasaran dan
sesual perutiiukan,

d. Memastikan agar hasil dana operasional/administasi  yang
digunakan membawa manfaat langsung bagm peningkatan mulbu
pengclalaan orgarisasi olahraga secara signifikan;

e. Menjapa agar kualitas dari setiap bantuan yang dilaksanaktan.

2. Pengawasan
Sesusi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemcrilssan Penpgelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 3Jistem
Pengendalian Interm Pemerintah, Penerima Bantuan sewaktu-wakiu
harus siap untuk diaudit oleh Asisten Deputi Peninglkatan Tenaga dan
Organisasi Keolahragaan danfatay FPK melahsi kegiatan Meonitoring

dan Evalvasi [Money];

Apabila diperluken sisi penguatan proses ini dapat meminta bantuan

pendampingan dari beberapa pihak sebagai benkut:

a. Pengawas Internal waitu inspektorat Kementenian Pemuda dan
CHahrags;

b. Aparat Pengawas atsu auditor External dan Badan Fengawas
Keuangan [(BPK)] dan/fatan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan [BPKP].

Penerirna bantuan sewaktu-waktu harus siap diawasi baik oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK] pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan
Organisasi Keolshragaan maupun Inspektorat Kementerian Pemuda

dan Olahraga, dan siap mengikuti proses audit oleh aparat pemenkaa



eksternal yaitu Badan Penpawas Keuanpan dan Pembangunan |IBEPEF)
dan Badan Pemeriksa Keuvangan [BPR).

Evaluasi
Evaluasi terhadap program Bantuan Pemerintah kepada tenaga dan

organizasi  keolahragaan  Cabang  Olahraga Prestasi  yang
disclenggarakan oleh  Asisten Depuli Peningkatan Tenaga dan
Organisasi Olahraga pada Deputi Hidang Peningkatan Prestas]
Glahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai nilai penting

dan strategis.

Evaluasi dapat dijadikan penilaian bahwa program tersebut cickul
membawa manfaat dan nilai tambah sesuai dengan tujan yang akan
dicapai. Olch karcna itu, untuk menpetahui keberhasilan program,
diperlukan evaluasi yang kemprehensil dan berkelanjutan, dengan

indikator dan kelengkapan prosedur evaluasi vang tepat,

Adapun tujuan evaluasi program Bantuan Pemerintah ini adalab:

a. Memperbaiki dan meningkatkan  kualitas  program  yang  telah
dilakzanakan;

b. Mengstahui apakah hasil dati pelaksanaan program sesuai dengan
yang diharapkan; dan

c. Schagal bahan pengambilan kebijakan apakah program dimaksud
dapat dilanjutlkan aran tidak.

Evaluazi dapat dilskukan melalui langkah-langhkah yaitu:
a. Penilaian perencanaandesain program,
b. Penpumpulan dan pengolahan informasi,

¢. Penarikan kesimpulan; dat

d. Pelaporat.

Pelaporan Substansi Kegiatan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pelaporan adalah suatu bentul penyampaian pertanggurng-jawaban,
baik secara lisan maupun secara tertulis sesuzn déngan tangmung
jawab {responsibility) yang dibebankan kepada penerima bantuan oleh
Kementerian Pemuda dan Olahrega. Lapeoran juga metrupakan salab
gatn alat untuk menvampaikan nformasi, batk formal maupun

informal mengenai pelaksanaan bantuan Pemerintah kepada organisasi



olahtaga prestasi dan tenaga  keolahragaan di Cabang OClahraga

Prestasi.

Proses verifikasi kedua laporan ini akan dilakukan oleh tim verifikasi
yang dibentuk dan mempunysi tugas untuk  merevicw sesual
kemampuan dan Kapasitas yang dimiliki. Diluar kemampuan dan
kapasitas vang dimiliki, maka untuk detail audit pemeriksaan akan
dilakukan clch APIF.
a. Laporan Substans: Kegatan
Setclah melaksanakan kegigtan yang dibiayai oleh dana bantuan
Pemerintah, organisasi olahraga prestasi dan tenage keolahragaan
Cabang Olahraga Prestasi sebegai Pencrima  bantuan  wajib
menyampaikan laporan substansi kegiatan yang dilengkapi dengan

dokumentasiffote maupun didukung video Kegiatan,

Adapun tata pohyusunan  sistematikafformat laporan  kegiatan
adalah;
1} TLatar belakang;
32} Dwaesar hukum;
31 Twuan;
4] Sasaran;
5] Bentuk kegiatan,
fi] Peserta kegiatan;
7] Walety dan tempat polaksanaan kegiatan,
8] Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan;
% Hasil vang dicapai; dan
10} Lampiran-lampiran:
a) Burat undangan/pemberitahuan/pemanggilan;
bj Surat permochonan tarasumber;
¢} Surat rekomendasi/ yin;
dj dalear hadir,
€] biodata peserta;
fi bicdata narasumber;
g] biodata panitia kegatan;
h) Surat Kcputusan Panitis;
ij Iotokopimatern narasumber,



i) dolumentasi kegiatan [(foto-foto, video, dan liputan berita);

dan

k) bukti dukung lainnya.

Laporan substansi kegiatan dijilid 3 jtga) rangkap dan 1 buah
flashdisk vang berisi  softcopy  maupun  bukti  scan
dokumen/berkas kegialan dan foto/video kegiatan, Laporan
kegiatan dimaksud  diserahkan kepada  Asisten  Depud
Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan pada Deputi
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemnuda dan

{Olahraga Republik Indoncsia.

b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

l} Penérima bantuan wajih menyampakartl laporan
pertanggungjaweban  bantnan kepada FPPK sesuai dengan
Perjanjian Kerja Sama;

2) Laporan Pertanggungiawaban diserahkan selambat-lambatnya
31 Desember di lahun penerimaan bantyvan;

3) Laporan Pertanggungiawaban diserahkan setelah  kegistan
selesai, meliputi;

a} Berita Acara Serah tenma yarg menmuat:
(1} Jumlah dana awal, dana vang dipergunakan, dan sisa
dana;
(2} Kegiatan vang telah  disclesailtan  s=sual denean
Perjanjian Kera Sama;
{3} Bukti sctoran pajak;
{4} Pernyatazn hahwsa bukti-bukti pengeluaran  telah
digimpan.
b Dokumentasi kegiatan (foto, video atau liputan bentay.

4] Dalam hal terdapat siza dana, penerima bantuan harus
menyampaikan bukil surat setoran sisa dana ke rekening KAS
NEGARA (KN] kepada PPK sesuai dengan Perjanjian Kena Sama;

5] Berdasarkan laporan portanggungjawaban  bantuan  yang
dizgmpaikan Penerima Bantuan Pemerintah, Pejabat Permbuat
Komitmen melakukan veriflasi atas laporan

pertangpungjawaban bantuan,



6} Dalam proses verifikasi pelaporan kegiatan, Pejabat Pernbuat
Komiten dapat membenluk tim verifikasi untuk tmemeriksa
kelengkapan laporan pertangpungjawaban berupa permyataan
kescsuaian antara laporan  portanggunpjawaban  dengan
Perjanjian Kerja SBama vang dituangkan dalam bentuk Berita
Acara Verifikasi.

7) Berdasarkan Berita Acara Verifikasi pelaporan kegiatan, Pejabat
Pembuat Komitmen mengesahkan Berita Acara Serah Terima
yang menyatakan bahwa laporan pertanggungiawaban telah
sesual dengan Perjanjian Kefa Sama.

&) DBerita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul & dibpat sesuai format sebagaimana tercantum dalam
lampiran PMK Ma.173/PMK.05/2016 yang merupakan bagian
tall terpisahkan dari Keputusan ind.

9] Bukt pengeluaran yang wajib disimpan oleh Penerima Baniuan
sebagai  lampiran  Laporan  Pertanpgungjawaban  Keuangan
roelipati:

a) Rekapitulasi pengeluaran;

b] Kuitansi dan daftar tanda tenma;

c] Bulti surat sctoran pajak (PPh dan PEN);

d] Daftar hadir (Rapat, Panitia, Peserta, dan Marasumber);

#] Bukt perjalanan [Surat Tugas, Tiket Transpertasi, Boarding
Pass, Bukti Penginapar, Fotocopy Paspor, dan Exit-Permit
untuk perjalanan dinas Luar Negeri, dlly;

i Bukti pengeluaran lainnya yang mendukung kegialan
tersebut.

10} Rincian ATERATATL pada proposa dan laporan
pertanggungjawaban  keuangan disesuaikan dengan Standar
Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran berjalan  yang
dikeluarkann oleh EKementenan Kevangan dan  laporan
pertanggungjaweban  keuangan harus sama dengan FAB
propozal yvang telah disetujui aleh tim seleksi,

KETENTUAN PEERPAJAKAN

Penerima bantuan wajib membayar/menanggung selurah pajak-pajak
yang dikenakan sesual dengan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan untuk selanjutnya menyetorkannya kepada Kas Negara. Sisa



dana gito yang tmbul dari dana bantuan yang tclah diterima PTHAK
KEDUA berkewsajiban untuk segera menyctor sesuai denpan peératuran

perundang-undangan Negara Bukan Pajak.

SANKSL

Petieritna bantuan wajil menjaga apar pengelolaan organisasi, kualitas
kcpiatan, kapasitas tcnaga keolahragaan, serta prestasi clahraga terus
meningkat sesvai tujuan disalurkannya bantuan, Penerima bantuan juga
wajib melaksanakan kegiatan dan pengelelaan dana bantuan sesua
Perjanjian Kerja Sama dan petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-

undangan leinnya.

Penerimma bantuan depat dikenalean sanksi administrat{ dan sanksi
hukum lainnya {perdata dan/atau pidana) jika lalai danjfatan acngaa
melakukan pelanggaran Peganjian Ketja S3ama dan petunjuk telmis ini.

Adapun Ketentuan penerapan Sanksi yang dikenalian, melipubi:

1. Apabila ditemukan penyimpangan prosedur dan/fatau penyirmpangar
pengelolaan, penggunaatt dana bantuan, serta laporan pertanpgung-
jawaban keuangan, penerima bantuan dapat dikenakan  sankss
administratil dan sanksi hukum lainnyva sesuai ketentuan dan
peraturan Perundang-undangan yang berlakou.

2. Apabila berdasarkan hesil pemeriksaan penpgawas internal APIP
dan/atau auditor eksternal BPKP dan BPK  diketahui  terjadi
penyvimpangan  prosedur dalam penggunaan  anggaran kégiatan
dan/atan penyimparngan pengelolaat, PENEELUNAATL dan
pertanggungjawaban pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah, maka
pencrima bantuan wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas scgala
riziko, berupa pengembalian dana yang telah diterima e KAS NEGARA
(KN} sepenuhnya dan/atau sanksi hukum lain, baik perdata maupun
pidana wyang akan dikenakan sesuai ketentuan dan  peraluran
Perundang-undangan yang berlaku,

3. Fenerima Bantuan vang melakukan penyimpangan prossduar dan/atau

penyimpangan penginastt dana Bantuan Permerintah dapat dilcenakan
sanksi tambahan yaitu berupa pencantuman dalam DAFTAR HITAM
{(BLACKLI3T] dan tidak berhak mendapatkan Program Bantuan



Pemerintah pada tahun herikutnya sampai Organisasi Keolahragaan
Cabang Clahrage Prestasi tersebut menyelesaikan kewajibannya.

DEPUTI BINANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,

CHANDEA BHAKTI



LAMPIRAN 11
PERATURAN DEPUTE BIDANG PENINGKATAN PRESTAST OLAMRAGA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH KEFADA

TENAGA DAN ORGANISAS! KEOLAHRAGAAN CABANG QLAHRAGA PRESTASL

A FORMAT | SURAT PERTANGGUNGIAWABAN MUTLAK (SPTJM|

waza KOFP SURAT ===

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAE MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini .
1. Nama PimpinanfKetua Lembaga e aitantiaaaemeemmemmemenans
2. Alamat ettt iR —n e e e

Dengan ini tnenyvatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung
jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemenntah untuk kepiatan

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemennlah

untuk kegiatan ...,

teraebut di atas mengakibatltan Kerugian Negara, maka saya bersedla

ditutitit penggantian kerugian negara dimaksud sesual dengan ketentuan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penpgunaan dana Bantuan Pemenntah

untuk kepatan
dizimpsati

sesuai dengan kctentuan pada penerima bantuan untuk kelengkepan

administrasi dan kepertuan pemetiksaan aparat pengawas fungsional.

Dremikian surat pernyataan in kami dibuat detyzan sesungguhnys.

Materai
Rp. 10.000,-

Ketua Unmum [ Sekretaris Jenderal




FORMAT 2 SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA (SPTJB)

=== I:{I::IP‘ EUR.F';T ===
SURAT PERNYATAAN TANGOUNG JAWAB BELANJA

1. Nama Lembaga Penerimna

2. Alameat Lembaga
3. Nama Bantuan Pocmenntah

Yang bertanda tangan di hawah ini Pimpinan/Ketua Lembaga pEnerimaA
Bantian Permnerititah oo .. menyatakan bahwa saya ;

1. Bertanpgung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayarkan
lunas kepada yvang berhak menertma,;

2. Bersedia menvimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
vang telah dilaksanakan,

3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan  terhadap  bubtti-bukt
pengeluaran olch aparat pengawas fungsional Pemerintah.
Demikian surat pernyataan ini diboat dengan sebenarnya.

Ili==3 simmemmimmm=alILIdIIN0NORIRTY

Pimpinan/Ketua Lembaga................

Materal
Rp. 10.000,-

Ketua Umuom/ Sckretaris Jenderal




B. FORMAT 3 PERJANJIAN KERJA SAMA UNTUK BANTUAN PEMERINTAH
KEPADA TENAGA KEOLAHRAGAAN CABANG DLAHRAGA PRESTAS] UNTUK
PENINGEATAN MUTU TENAGA KEOLAHRAGAAN

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA ASISTEN DEPUT! PENINGEKATAN TENAGA DAN ORGANISASI
KEOLAHRAGAAN
DENGAN

TENTAMNG
BANTUAN PEMERINTAH KEFADA
TENAGA KEOLAHRAGAAN CABANG OLAHRAGA FRESTASI
UNTUK PENINGKATAN MUTU TENAGA KEOLAHRAGAAN
MOIOT & cvvervniiaeee e fPPE-PES/ DN IV.2/ 2021

Pada har ini ... tanggal ... bulan .... tahun Dua ribu dua puluh satu (... -
- 2021}, vang bertanda tangan i bawah ini:

1. Nama : Or. HERMAN CHANIAGO, MM
NIP : 19640416 198901 1 001
Jabatan : PERIABAT FEMBUAT KOMITMEN

Pada Agigten Deputi Peningkatan Tenaga
dan Organisasi Keolahragaan
Alarnat s Gedung PPITKON Lantai IH,
Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jalarta
10270

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
gselakn Kuasa Pengeune Anggaran Memer....... Tahun...... ditetapkan
schagal Pojabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Peninphkatan
Tenapa dan Orpanisasi Keplahragaan Tahun Anggaran 2021, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama serta mewalkili kepentingan hukum
Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya aisebut sebagai
PIHAK PEETAMA.



2. MNama
Jabatan
Namna Induk Organisasi
Kontak Person HP /WA
Alamat

Berdasarkan Surat Keputusan ..., bertindak untuk dan atay nama scrta
mewakili kepentingan Hukum ..., selanjutnya disebut scbagai PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang sclanjutniya sccara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama atas
dasar kesepakatan bersama, dengan berdasarkan pacda:

1. Undang-Undang Republik Indencsia MNomocr 17 Tahun 2003 tentang
Eecuangan Negara,

2. Undang-Undang Nomor 1 Tehun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelelaan
dan Tanggunpg Jawab Keuangan Megara;

4, Undang-Undang MWomar 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrapaan
Hasienal,

5. Peraturan Pemerintah Neomer 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Keclahragaan,

&. Peraturan Pemerintah Memor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pekan dan Kejusraan Olahraga sebagaimans telah diubah dengan
Peraturan Pemermtah Nomer 7 Tabhun 2020 tentang  Perubahan
AtasPeraturan Pemermtah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pekan dan Kejuaraan Clahraga;

7. Peraturan Pemerntah Newmmor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan
Keolahragaat;

8. Pepaniran Presiden Nomar 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedormat Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,



9.

10,

11.

14,

13.

14.

Peraturan Presiden Nomeor 57 Tahum 2015 tentang Kementerian Pemuda
dan Clahrapga;

Peraturan Menteri Kevangan Nomer 190/PME.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatun dan
Bclanja Negara sebapaimana telah diubah dengan Peraturan Menleri
Kewangan Nomor 176/PME.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri HKcouangan Nomor 190/PMK.G5/2012  tentang  Tata Cara
Pemmbayaran Dalarn Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Megara;

Paraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kega Kementerian Pemuda dan Ulahraga;

Peraturann Menteri Kenangan Momor 168/ PME.OS/2015 tentang
Mckanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Megara,/Lembags sebapaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Momaor 173/PMEK.05/2016 tentang Perubahan Atas Feraturan
Menteri  Kevangen  Nomot  168/FMK.05/2015  tentang  Mckanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah  pade  Kementerian
Negara/Lembaga,

Peraturan Mented Pemuda dan Olahraga Nomeor 10 Tahun 201% tentang
Pedomen Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah  di Lingkungan
Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaitnana telah dinbah dengan
Peraturan Menteri Pemuda dan Qlahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Qlahraga Nomeor 10 Tahun
2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemérintah di
Lingkungan Kementerian Permuda dan Olahraga; dan

Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomeor ... Tahun
2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah EKepada
Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Cabang Olahraga Clinpik.

PARA PIHAK menvatakan setuju dan sepakat mengikatkan dinnya unbiuuk
membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjarjian Kerja Sama tentang
Bantuan Pernerintah Kepada Tenage Keclahragasn Cabang Olahraga Prestasi,

dengan ketentuan dan syaral-syarat sebagai benkut:



Pasal 1
KETENTUAN TTMUM

Yang dimaksod kerja sama dalam perjanjlan ini adalah suatu dcatan kerja
sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan
kegiatan bentuan Pemerintah Kepada Tenaga Keolahragaan Cabang Olahrage

Prcstasi.

Pasal 2
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan Bantuan Pemenintah
dalam bentuk usng Kepada Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi
uniuk program Baniuan Pemerintah Kepada Tenaga Keolahragzan Cabang
Olahrags Prestasi sesuai Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pazal 3
LINGKUP KEGIATAN

{1] PIHAK PERTAMA akan memberikan Bantuan Pemerintalb Kepada Tenags
Keolahtapaan Cabang Clahraga Prestasi, yakni
a. Biaya Pendaftaran/Regisirasi; dan/fatau
b. Belanja Perjalanan Biasa

{2) FIHAK KEDUA wajib melaksanakan ruang lingkup kegiatan sesnal
dengan ketentuan dan peraturan peraturan perundang-undangan yang
berlabn, termasuk ketentuan dalam proposal beserta rincian anggaran
biaya pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpizabkan

dari Perjanjian Kerja Sama ind,

Pasal 4
JANGKA WAKTU FERJAMJIAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam kétentuan
Pasal 3 Ayat (1) yaita tanggal .......... s5d .. Bulan Tahun.....2821,
berloleasi di ..vvvvieenn...  harus diselesaikan PIHAK PERTAMA paling lambat

31 Desember Tahun ... . sesual jangka waktu dengan pertanggungjawaban



pclaksanaan anggaran yvang <diatur dalam Undanp-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara.

{1]

[2]

[3)

4]

(5

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAR

FIHAK PERTAMA berlanggung jawaly memenuhi anggaran biaya yang

telah ditetapkan.

PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas terlaksananys

Kegiatan, kebeparan prosedur dan penggunaan dana sestal dengan

ketentuan dan  peraturan perundang-undangan yang berlakn termasuk

ketentuan dalam  propesal pelaksanaan kegiatan Frogram Bantuan

Pemerintah Kepada Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Prestast.

PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan, bak laporan

kegiatan maupun laporan pertanggungiawaban keuangan [(penggunsan

dana) vyang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA, yang memual

sekurang-kurangnya:

a. Persiapan penvelengparaan kegiatan;

b. Pelaksanaan kegiatan;

r. Perkembangan pelaksanaan Kegiatan;

. Kondisi dan pertnaselahan yang terjadi di lapangan;

c. Tindak lanjut dan upaya pemecahan yang dilakukan;

f, Pempgunaan dana uniuk setiap kegiatan sesuai dengan propoaal yang
digampaikan.

Apabila rerdapat Jasa Giro/Bunga Bank dan sisa dana Eantuan

Pemerintah vang tidak dipunakan, maka PIHAK KEDUA  wajib

menyetorkan ke KAS MEGARA  (KN). Dimana PIHAK KEDUA

menyampaikan surat kepada FIHAK PERTAMA yang menerangkan bahwa

terdapat sisa dana, kemudian PIHAK PERTAMA menyampaikan Nela

Dinas kepada Kepala Sub Bagian PNBP [Bendahara Penerimaan) pada

Bagian Keuangan, Sckretariar Kementerian Perouda dan Olahraga untuk

meminta kode e-Billing Simphony sebagat dasar surat untuk disampaikan

kepada PIHAK KEDUA.

Setelah itu PIHAK KEDUA harus segera melalukan transfer segera

mengingat kode e-Billing Simphony yang sudah  diterbitkan  masa

berlakunya hanya sampai dengan 7 (tujub) hari dengan menyampaikan

kode e-Billing Simphony vang sudah diterima melaha Bank Persepsi



untuk memparaleh bulkti transfer  yang  disetorkan ke
KAS NEGARA {KN), PIHAK KEDUA wajib menyampaikan fotocopy bukti
transfer kepada FIHAK PERTAMA.

(&) PIHAK KEDUA berkewajiban metnbuoat laporan pelaksanaen kegiatan dan
laporan pertanggungiawatan pengglinaan dana yang disampaikan kepada
FIHAK PERTAMA.

(7] Laporan PIHAK KEDUA sebagamana dimaksud pada ayat (5],
disampaikan selambat-lambatnya selama 10 (sepulub) hari setelah
pelaksanalan kegiatan s¢lesai dan/atau akhir tahun anggaran, sesual
jangka waktn pertangeungiawaban pelaksanasn anggaran yang diatur
dalam Undang-Undang Nomaor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan/atay sewakbi-waktu apabila diperlulcan oleh PIHAK PEETAMA,
kepada .

FEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PADA ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN TENAGA DAN
ORGAMISASI KECLAHRAGAAN

DEPUT! BIDANG PENINGEATAM PRESTAS] OLARAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG PPITKON LANTAI III

JALAN GERBANG PEMUDA NO. 3 SENAYAN, JAKARTA 10270

Dengan tembusan disampaikan kepada :

4, Kuaza Pengpuna Anggaran [KPA] Satker Deputi Bidang Peningkatan
Prestasi Olahrags, Kementerian Pemuda dan Glahraga.,

b. Kepala Biro Heuangan dat Rumah Tanpga, Setkemenpora; dan

c. Inspeknir Kementerian Perpuda dan Olahraga.,

Fasal &
PENDANAAN

{1} Jumlah pemberian dana Bantuan Pemerintah dari FIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Daltar Esian Pelalkzanaan
Angparan (DIPA}) Kementerian Pemuda dan Glahraga Tahun 2021, Nomor:
SP. DIPA-........., Akun ... adalah sebesar Bp.......an



(<]

(3

(4]

{1)

(<]

(3}

Pemberian Baptuan Pemerintah kepada PIHAK KEDUA sehbagaimana
dimaksud pada ayat (1] digunakan untuk program Bantuan Femerintah
Kepada Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi.

Pemberian Bantuan Femerintah schagaimana dimaksud pada ayat (2],
melalui Dafltar Isian Pelaksanaan Anggaran [DIPA) Kementerian Pemtida
dan Dlahraga Tabun Anggaran 2021 Hepada Tenaga Keolahragaan
Cabang Cabang Olahraga Prestasi sebagai penerima bantuan melahu
KPPN Jakarta Ili, dengan Nomer NPWP: ....... dan Nomor Rekening -.-----.. )
atas nama Tenaga Krolahragaan Cabang Olahraga Prestasi  yautul

Apahbila jumlah dana Bantuan Femerintah dari FIHAK PERTAMA pguna
mendukung program Banluan Pemerintah Keépada Tenaga Keolahragaan
Cabang Odahrags Prestasi tidak mencukupi, kekurangannya menjadi
tanggung jawab mudak FIHAK KEDUIA.

Pasal ¥
PEMYALURAMN DAN PENGGUMAAN DANA

Peoyvaluran dena  scbesar Rpeooo.o.ofio.orupiahy, dilakcoakan
secara sekaligus dan/atau bertahap sesuai dengan ketentan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila pererima bantuan
telah menandatengani Perjanjian Kera Sama dengan PP dan telah
ditandatanganinya seluruh berkas serla persyaratan, scperti yang telah
diatur dalam Peraturan Menter Keuangan Nomor 173/PMK.02/2017
tentang  Perubahan  Atws  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor
168 /PMK.05/ 2015 tentang Mekanisime Pelaksanzan Anggaran Bantuan
Pemenntah pada Kementerian NeparafLemhbaga beserta Petunjulk Teknis
Kegiatan yang Ditetaplkan cleh KPA.

Nilai bantuan dana sudal termasulk biaya kegiatan vang ditetapkan
clalam proposal dan pengeluaran fain-lain, termasuk pajak-pajak scsuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berfaloa.
Apabila terdapat jasa gito yang timbul dari dama Bantuan Femerintah
vang telah diterima PIHAK KEDUA, maks FIHAK KEDUA berkewajiban
untulk segera menyetor jasa giro ke KAS NEGARA (KN} sesual Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Megara Bultan Pajak
[PNBF}.



(1)

i2)

ke

(1]

Pasal &
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pengawasan atas pelaksanaan  kegiatan, kebenaran prosedur dan
penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang dilakukan oleh PIHAK
KEDUA sepenubnya dilaksanakan PIHAK PERTAMA, yatu:

a. Asisten Deputi Peningkatan Tenapa dan Orpanisasi Keolahragaan
pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi (Mahraga, Kemeénterian
Fernuda dan Olahraga.

b. Inspektorat Kementerian Permuda dan Olahrags.

Tanggung jawab pemeriksaan atas pelaksansan keglatan, kebenaran

prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KELIA,

sepenuhnya aken dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal dan

Badan Fameriksa Keuangan Republik [ndonesia {BPK-RI] sesuai dengan

ketentnan Undang-Undang Momor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan

Pengelolaan dan Tangeung Jawab Kenangan Negara.

Pelaksanaan auodit, review, evaluasi, pemaniauan, dan  kegiatan

pengawasan lainnya  terhadap perencanaan,  pelaidsanaan dan

pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara dan akuntabilitas
pengeluaran kevangan negara serta pembangunan nasional dan/fatan
kegiatan lain yang selurub atan sebagian keuangannya dibiayed cleh
anggaran negara danfatay subsidi termasuk badan usaha dan badan

Jainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan  atau

Kepentingan lain dar Pemerintah Pusat serta akuntabilitas pembiayaan

kouangan negara dilaksanakan oleh Badan Penpgawasan Keuangan dan

Fembangunan (BPEP), sesuai dengan ketentuan Feraturan Presiden 192

Tahun 2014 enilang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunarn.

FPazal 9
SANKSI

Apabila terjadi pcoyimpangan dalam memanfaatkan dana Bantuan
Pemerintah yang tclah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama  ini, maka
pencrima bantuan PIHAK KEDOUA bertangrung jawab sepenubnya atas
segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan

ketentuen peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencrima



bantuan PIHAK KEDUA harus siap dilakukan pemeriksaan ofeh aparat
pengawasan internal {Inspekiorat/ AFIF] dan eksternal [BPEF dan BEPK).

j2) Bagl penerima bantuan PIHAK KEDUA yang belum menyelesaikan laporan
pertanggungiawaban kenangan dan kegiatan, tidak dirckomendasikan lagi
unluk memperoleh bantuan SAMPAI organisasi keolahragaan Cabang
(Hahraga Prestasi tersebut menyclesaikan tanggung jawab kewajibannya.

(3] Terhadap penerima bantuan PIHAK KEDUA dapat juga dikenakan sanksi
administrasi, berupa pencantuman dalam daftar hitam (blacklist), apabila
ditemukan penerima bantuan yang tidak meménuhi ketentuan dalam
Fetunjuk Tekniz ini dan/atau berdasarikan hasil pemeriksaan  AFIP
dan/atau BFEE dan BFK-RI ditemukan penyimpangan progsedur danfatau
ptayvalahgunaan penggunaan dana Bantuan Pemerintah.

{41 Pcnerima bantuan PIHAK KEDUA bertanggung jawab penubh atas segala
resiko hukum  yang  timbul  dari ketidakbenaran  danfatan
penyalahgunaan pemanfaalan dana Bantuarn Pemerintah yang berdampak
pada proses hukum dan aparat penegak hukum.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR {Force Majeun

{1) Force Majeur adalah keadaan memaksa di luar kehendak PARA PIHAK
karena terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, petir dan
gangguan  situssi Keamanan seperti  perang, huru-hara, keékacavan,
kergesuhan, serta musibal apgloatan, baik di darat, di laat, maupun di
udara.

2y Jika PIHAK KEDUA tidak mampu meclaksanakan kewajiban-kewanbannya
karena Force Majeur dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
PERTAMA dalam waktu 14 {empat belas) han setelah terjadi, kewajiban-
kewajiban vang tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat
ditanpgubkan sclama Force Majeur tersebut brrlangsung.

i3} Tidak ada pihak yang bertanpgung jawab kepada pihak lain atas kerusakan
atau kerugian vang diakibatkan oleh scsuetu Ferce Mejeur sebagaimana

dirmaltsud pada ayat (1).



Pasal 11
LATN-LATN

(1) PIHAK KEDUA sangeup dibebani biaya pembuatan Ferjanjian Kena SBama
ini, termasuk biaya tnaterai danfatau biaya-biaya lain SE5UAl dengan
ketentuan dan peraturan perundanpg-undangan yvang berlaku.

(2} Perubahan atau addendum atas Perjanjian Kegja Sama ini, hanya dapat
dilalcukan atas perzetujuan dan Kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Dokwmen  propesal dan  lampiren wang tercanmtum  merupakan  satu
kesatuan bagien yang tidak terpisahkan dari Pepjanjisvn Kerja Sama o1 dan
bersifat mengikat bagi FARA FIHAK.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PiHAK dengan penub
kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa tekanan/pakssaan dari pihak
manapun vang dibuat ranpgkap 3 [tigah. dua rangkap diben materai Ep.
10.000,- dengan mesing-masing mempunyvai kekuatan hukum mengikatl yang

SdlTla.

PIHAK PERTAMA, FIHAK KEDUA,
Pejabat Pernbuat Komitmen Perierirna Bantuan



C. FORMAT 4 PERJANJIAN KERJA BAMA BERUPA BANTUAN KEGIATAN
ORGANLISAS] KEOQOLAHRAGAAN DALAM RANGHA PELATIHAN
PENINGKATAN MUTU TENAGA KEOLAHRAGAAN

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FADA ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI
KEQOLAHRACGAAN
DENGAN

TENTANG
BANTUAN PEMERINTAH KEFADA
ORCANISAS] KEOLAHRAGAAN CABANG OLAHRAGA PRESTAS]

MO | e PPE-PRE D IV.2 /2021
Momor i coeeeeeceeiann fPEB/NPC) ... F202]
Pada har ini .... tanggal ..... bulan .... tahun Dua riba dua pulub satu (.-

...... . eerr ), vanp Bettanda tanpan di bawah ini:

1. HNama - Or. HERMAN CHANIAGO, MM
WP 19540416 1989061 1 501
Jabatan : PELJJABAT FEMBUAT KOMITMEN

Pada Asigten Deputi Peningkatan Tenaga dan
Organisasi Keolahragaan

Alamat : Godung PPITKON Lantai 1
Jalan Gerbang Penmuda Mo, 3 Senayan, -fakarla
10270

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
selaky Kumsa Pengguna Anggaran Nomor ... Tahuno.... ditetapkarn
schagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Depoti Peningkatan
Tenaga dan Organisasi Keolahtagaan Tahun Anggaran 2021, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum
Kementerian Permuda dan Olahrapa, untuk selanjutnys disebut sebagai
PIHAK FERTAMA.



2. HNama
Jabatan
Nama Induk Organisasi
Kontak Perzon HPfWA

Alamat
Berdazarkan Surat Keputusan ....., berlindak untuk dan atas nama serta
mewalkili kepentingan Hukum ... . selanjutnya disehut sebagai PIHAK
KEDUA,

FIHAK PERTAMA dan PTHAK KEDUA yang sclapjutnya secara bersame-sama
dischut PARA PIHAK, sepakat uniuk mengadakan Peranjian Kerja S8ama alas
dasar kesepakatan bersama, dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indomesia Momer 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara,

2. Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negars,

i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 3istem Keolahragaan
Masional;

5. Pematuran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Keolahragaamn;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentanpg Penyelenggaraan
Pekan dan Kejuarman Olahraga sebapaimana telah diubah dengan
Peratyran Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
AtasPeraturan Pernerintah Momor 17 Tahun 2007 tentang Penyeclenggaraan
Pekan dan Kejuarazn Oahraga;

7. Poraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan
Keolahragaan,

&. Peraturan Presiden Nomor 53 Tehun 2010 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelakzanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,



O. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda
dan (Hahtaga;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomeor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 178/PMEK.05/2018 tentang Perubahan Atas FPeraturat
Mcnteri  Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tate Cara
Pembavaran Dalam Rangka Pelaltsanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nepara,

11. Peraturan Menten Pemuda dan Olabraga Nomor 1316 Tahun 2015 tentang
Organizasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahragea;

12. Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 168 /PME.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementeran
Negara/Lembaga sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Menter
Kevangan Momor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168/PMEK.053/2015 tentang  Mekanisme
Pelaksanaan  Anggaran  Bantuan Pemerintah pada  Kementenan
NegarafLembaga;

13. Peraturan Menteri Permada dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pedoman Umum  Penyaluran Bantuan Pemerintahh i Linglungan
Kermenteriath Permuda dan Clahraga; dan

14. Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor ...... Tabun
2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada
Tenaga dan Organisasi Keolahrapaan Cabang Olahraga Clinapilc.

PARA PIHAK menyatakan sctuju dan sepakat menpgikatkan dirinya untuk
membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama  tentang
Bantuan Pemerintah Kepada Induk Organisasi Cabang (Olahraga Prestasi, dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berilout:

Pasal ]
KETENTUAN LTMTIM

Yang dimeksud kerja sama dalam peranjian  ini adalah suatu ikatan kerje
sams antara PFIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan



kegiatan Bantuan Pemerintah Kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga

Frestasi.
Pasal 2

TUJIUAN

Tujuan dilakukannya Perjanjian Kerja Same ini adalah memberikan bantuan
pemerintah dalam bentuk vang kepada Induk Organisazi Cabang Olahrags
Prestasi untuk program Bantuan Pemerintah Kepada Induk Organisasi Cabang
{OHlahraga Prestasi sesual ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

Paszal 3
LINGKUP KEGIATAN

(1] PIHAK PERTAMA akan memberikan Bantuan Pemetintah Kepada [ndul
Organisasi Cabang (lahraga Prestasi, antara lain:

Belanja Bahan,
Honor Output Kegiatan (Honot Panitia dan Teknis Acara Permbukal,

Belanja Sewa; dan

a.
)

¢. Belanja Jasa Profesi {(Honor Narasumber dan Moderator},

d

e. Belanja Pegalanan Biesa (Biaya Akomodasi, Transport dan Uang

Hanan}.
(2} PFIHAK KEDUA wajib melaksanakan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan
ketentusn dan peraturat peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk kctentuan dalam proposal beserta rincian anggaran  biaya

pelaksanaan kegiatan vang merupakan bagian tidak terpisabkan dan
Perjanjian Kerja Sama ini

Pazal ¢
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka walktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan
Fasal 3 ayal (1) yailll tanggal..........5d........, berlokasi di ..o, haris
disclozaikan PTHAK PERTAMA paling lambat 14 jempat belas) han kera,
gesuai jangke wakitu dengan pertangmungjawaban pelaksanaan anpgaren yang
digtur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tabhun 23032 tentang Kenangan

Negata.



Fasal &
EEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

{1] PIHAK PERTAMA bertanggung jawab memenuhi atnggaran biaya yang telah
ditctapkarn.

{2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh alas terlaksananys
kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berfalu termasuk
ketentuan dalam proposal pelakyanaan  kegiatan program  Bantuan
Pemerintah Kepada Indulk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi,

(3] PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan baik laporan
kegiatan maupun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang
disampaikan kepada PIHAK PERTAMA, vang memuat sekurang-kurangnya:
a. Persiapan penyelenggaraan kegiatan,

Pelaksanasan kegiatan;

Perkembangan pelaksanaan kepiatan;

Kondisi dan permasalahan yang terjadi dilapangan:

Tindak lanjut dan upaya pemecahan yang dilakukan;

e oan g

Penpsunaan dana untuk setiap kepiatan sesuai dengan proposal yang

disampaikan,

{4] Apabila terdapat Jasa Giro/Bunga Bank dan sisa dana fasilitas yang tidak
digunalktan PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke KAS NEGARA (kN dimana
PIHAK KEDUA menyampaikan surat kepada PIHAK PERTAMA yang
mcneranpgkan bahwa terdapat siza dana, kemudian PIHAK FERTAMA
menyampaikan Mota Dinas kepada Kepala Sub Bagian PNEP pada Bagian
Keuangan, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk meminta
kode c-Billing Simphony sebapai dasar surat untuk disampaikan kepada
FIHAK KEDUA.

(5) Betelah itu FIHAK KEDUA harus segera melakukan transler s¢gera
menpginpgat kode e-Billing Simphony yang sudah  diterbatkan  masa
berlakunya hanyva sampal dengan 7 {tujuh] hari dengan menyatnpaikan
kode e-Billing Simphony yang sudah diterima melalui Bank Persepsi untuk
memperolch bukti transfer yang disetorkan ke KAS NEGARA (KN), PIHAR
KEDUA wajib menyampaikan copy bulkti transfer kepada FIHAK PERTAMA.



(&) PIBAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan
laporan perlangguang jawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada
FIHAK PERTAMA.

(7} Laporan PIHAK KEDUA sebhagaimana dimaksued pada ayat (3), disampaikan
selambat-lambatnya 31 Desember tahun anggaran berjalan, sesuai jangka
wakiu pertanggungiawaban pelaksanaan anggaran yang diatur dalam
Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA, kepada
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Dengan tembusan disampaikan kepada .
a. Kuasa Penpgguna Anpgaran [(KPa) Salker Deputi Bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
b. Kepala Bire Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora; dan
c. Inspekiur Kementerian Pemuda dan Olahraga, Setkemenpora.

Pazal &
FEMDANAAN

i1) Jumlah pemberian dana Bantuan Pemenntah dar FIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanean Anggaran
[DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021, Nomor:
SP. DIPA- ... LAkun ... adalah sebesar Rp..caeeeeen

(2} Femmberian  Bantuan Pemerntah kepada PIHAK HEDUA schagammena
dimaksud pada ayval (1} digunakan uniuk Program Bantuan Pemerintah
Kepada Induk Organisas] Cabang Olahraga Prestasi,

(3] Pemberian Bantuan Pemerintah sebagsimana dimaksud pada ayat (2,
melahui [DIPA Kemenpora Tahun Angparan 2021 kepada Induk Crganisasi



Cabang Olahraga Prestasi sebagai Penerima Bantuan melalui KPPN Jakarta
LI, dengan MNomor NPWP: ... dan Nomor Bekening ... , alas nama
Induk Orpanisasi Cabanp Olahraga Prestasi yaitu ...

i) Apabila jumlah dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK PERTAMA pguna
mendukung Program Bantuan Pemernntah Kepada Induk Organisasi
Cabang Olahraga Prestasi tidak mencukupi, kekurangannya rmenjadi
tanggung jawab mutlak FIHAK KEDUA,

Pazal 7
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

(1) Penyaluran data sebesar Bp......eafoe e rupiah), dilakukan secara
sekalipus dan/atau beriehap sesual dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, apabila penerima  bantuan  telah
menandatangani  Perjanjian  Kerja Sama dengan FPK dan telah
ditandatanganinya seluruh berkas serta persyaratan, seperti yYang telah
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangen Naomor 1737PMEK.D2 /2017
tentany  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor
166/ FME.05/2015 tentang Mekanizme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Mepara/lLembaga beserta Petunjuk Teknis
Kegiatan yang Ditetapkan oleh KPA.

i2) Nilai bantuan dana sudah lermasuk biaya kegiatan yang ditctapkan dalam
proposal dan pengeluaran lain-lain termasuk pajak-pajak sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan vang berlakoa,

(3} Apatiila terdapat jasa giro yang timbul darn dana fagilitasi bantuan yang
telah diterima FIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untud
scpera menyetor jasa giro ke KaAS NEGARA (KN) sesual Undang-Undang
Nomor @ Tahun 2018 tenlang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBF).

Pasal &
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

(1) Pengawasan atas  pelaksanasn  Kegiatan, kebenaran  prosedur  dan
penpgunaan  dana vang dilakokan oleh PIHAK KEDUA  sepenulboiya
dilaksanakan PIHAK PERTAMA yaitu:



(<)

a. Asisten Dcputi Pemingkatan Tenaga dan (rganisasi Keolahragaan pada
Deputi Bidang Peninglkatan Prestasi Clahraga, Kementerian Permuda dan
Olahraga.

b. Inspektorat Kementerian Permuda dan Olahraga,

Tangeung jawab pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan, kebenaran

proscdur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA,

sepenuhnya dilakukan oleh aparat pengeweasan eksternal dari Badan

Pernerik=a Heuangan Republik Indonesia{BEPE-E1) sesuai dengan Ketentuan

Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawal Eeuangan Negara,

(3} Pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantavan, dan  kegiatan

penpawasan  lainnya  terhedap  perencanaan,  pelaksanaan  dan
pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara dan akuntabilitas
penpecluaran keuangan negara sérka pembangunan nasional danfatan
kegiatan lain yang seluruh ataw scbagian keuangannya dibiayai oleh
anggaran negara dan/atan subsidi termmasuk badan usaha dan badan
lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan
lain dari Femerintah Pusat serta akuntabilitas pembiayaan keuanpan
negara dilaksanakan olch Badan Penpawasan Keuangan dan Pembangunan
IBPKF), sesuai dengan ketenluan Peraturan Presiden 192 Tahun 2014
tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal &
SANKSI

(1} Apabila terjadi penyimpangan delam memanfaatkan dana bantuan yang

(<]

telah diatur dalam Perjanjian Kepa Sama  ini, maka penerima bantuan
FIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan
dan akan dikkenakan sanksi berdasarkan hukum dan  ketontuan
peraluran  perundang-undangan, dan penecrima banitian harus  siap
dilakulan pemenkaaan oleh aparat PEngaWASATL internal
(Inspektorat f APIP) dan eksternal {BPKP dan BPK-REIY.

Bagi penerima bantuan FIHAK KEDUA yang belum menyelesaikan
laporan pertanggungawaban keyangan dan kegiatan, tidalk
dirckomendasikan lagi untuk memperpieh  bantuan  pada tahun
berikurnya SAMPAl organisasi tersebul menyelesaikan tanggung jawab



(3]

(4]

{1

12)

3]

(1}

kewajibanmnya.

Terhadap pencrima bantuan PIHAK KEDUA dapat juga dikenhakan sanksi
arministrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam [Blacklist} apabila
ditemuian pencrima bantuan yang tdak memenuhi kctentuan Petunjule
Teknis ini dan/atat berdasarkan hasil pemeriksaan AFIP dan/atau BPR
diketernukan penyimpangan progedur darn/atau  penggunasn  Jdana
Bantuan Pemerintah,.

Penérima bantuan bertangpung jawab penuh atas sepala resiko huloum
vang timbul dari ketidakbenaran dan/atav penyalahgunasn pemanfaatan
dana Bantbath Pemerintah vang berdampak pada proses huloum dari

aparat penegak hukum,

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (Force Majeur)

Force Majeur adalah keadaan memaksa di luar kehendak PARA FIHAK
karena terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, petir dan
gangguan situasi keamanan seperli perang, buru-hsra, kekacauan,
kerusuhan serta musibah anghutan, baik di darat, di laut, maupun di
udara.

Jika PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya
karena Force Magiewr dan memberitahuikan secara tertulis kepada FIHAK
PERTAMA dalamm wakiy 14 (empat belas) han sctelah terjadi, kewajiban-
iewajiban wvane tidak dapat dilaksanakan clch PIHAK KEDUA dapat

ditangpuhkan selama Force Majeur 1ersebut berlangsung.

Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas
kerusaken atau  kerugian  yang diakibatken oleh  Foree  Mefjenr
sehagaimana dimaksud pada ayat [1].

Pasal 11
LAIN-LAIN

PIHAK KEDVA sanggup dibebani blaya permbiatan Perjanfian Kerja Sama
ini, termusuk biaya materai danfatau biaya-biaya laim sesuz dengan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(2] Perubahen atau Addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini, hanya dapat
dilakukan atas persetujuan dan kescpakalar PARA PIHAK.

{3) Dokumen proposal dan lampiran yang tercantum merupakan  sat
kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dan Perjanjian Kerja Sama il
dan bersifat mengikal bagi PARA FIHAK.

Fasal 12
FPENUTLUPE

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh
kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak
manapun vang dibuat rangkap 3 (tiga), dua rangkap diberi materal Ep.
10.000,- denpan masing-masing mempunyal kekuatan hukum mengikat yang

SAIME.
PIHAK PERTAMNA, FiIHaAK KEDLA,
Pejeebal Pembuar Komitmen Pernerima Bantuan

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTAS] OLAHRAGA,

CHANDRA BHAKTI |



